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1.1  Latar Belakang

Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Indonesia berdampak atas
banyaknya penduduk yang belum sejahtera. Hal ini mengakibatkan berbagai
persoalan diantaranya ke-mi‘skinan,’ kualitas-kesehatan menurun, rendahnya tingkat
pendidikan, pengangguran, dan lain sebagainya. Dari hasil pendataan yang dilakukan
oleh BKKBN laju pertumbuhan penduduk masih mencapai 1,49 persen atau sekitar 4
juta per tahun.! Dengan jumlah laju pertumbuhan sebanyak itu, rata-rata wanita subur
melahirkan 2,6 juta anak. Mestinya, sesuai dengan target, rata-rata wanita melahirkan
2,1 juta anak. Dengan begitu, laju pertumbuhan penduduk bisa ditekan mencapai

angka ideal, yakni sekitar satu sampai dua juta per tahun.

Beberapa cara dilakukan oleh pemerintah untuk menekan jumlah penduduk
agar tidak mengalami kenaikan dari. tahun ke tahun diantaranya adalah,
menggalakkan program transmigrasi, pemerataan lapangan kerja, membuat Undang-
Undang yang menetapkan usia menimal menikah, meningkatkan wajib belajar

pendidikan dasar hingga 12 tahun bagi masyarakat, membatasi tunjangan anak bagi

! BKKBN,2016. Laju Pertumbuhan Penduduk 4 Juta Per Tahun. Melalui
https://www.bkkbn.go.id/detailpost/laju-pertumbuhan-penduduk-4-juta-per-tahun 10/01/2017



https://www.bkkbn.go.id/detailpost/laju-pertumbuhan-penduduk-4-juta-per-tahun

PNS dan ABRI hingga 2 anak, hingga menekan pertumbuhan penduduk dengan

program KB yang berslogankan “2 anak cukup”.

Beberapa program tersebut ternyata tidak dapat menjawab tantangan untuk
menekan jumlah penduduk Indonesia yang dari tahun ke tahun terus meningkat.
Berdasarkan Undang-Undang No 52 tahun 2009 Tentang perkembangan
kependudukan dan pemba‘ngunan’ keluarga di  jelaskan dalam pasal 19 ayat 2
pengendalian kuantitas penduduk dilakukan sesuai dengan daya dukung alam dan
daya tampung lingkungan melalui pengendalian kelahiran,penurunan angka kematian
dan pengarahan mobilitas penduduk.? Di Undang-Undang ini jelas bahwa
pengendalian penduduk harus dilakukan. Jika tidak tentu tidak adanya kesimbangan
antara daya tampung lingkungan ©lan kesejahteraan masyarakat yang tidak dapat

mengendalikan angka kelahiran.

Tidak hanya itu perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga tidak
lagi dipahami secara sempit sebagai usaha untuk mempengaruhi pola dan arah
demografi semata, tetapi sasarannya’ jauh' lebih "luas, yaitu-untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.® Selain itu mengacu kepada nawacita Presiden Joko
Widodo ke-3 vyaitu membangun Indonesia dari pinggiran desa dan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang ke-5 meningkatkan kualitas hidup

manusia, dan yang ke-8 revolusi karakter, melalui BKKBN kemudian disepakati agar

2 Undang-undang no 52 tahun 2009 pasal 19 ayat 2
* Ibid.



BKKBN (Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional) untuk segera

membentuk Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB).

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/70/SJ
tanggal 11 Januari 2016 tentang Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB, pada
tahun 2016 telah dicanangkan 1 Kampung KB pada setiap Kota/Kabupaten dan untuk
tahun 2017 ini telah dicanangkan 1. Kampung KB pada setiap Kecamatan di
Kota/Kabupaten. Namun berdasarkan laporan sampai triwulan ketiga pada 2017,total
yang sudah terbentuk adalah 5.505 Kampung KB, yang berada di 4.75 (66%)
Kecamatan dari total 7.160 Kecamatan yang ada di Indonesia, atau masih ada 2.406

(34%) Kecamatan yang belum membentuk Kampung KB.*

Untuk pelaksanaan pada tiap-tiap Kota/Kabupaten yang di lanjutkan pada
tiap-tiap Kecamatan di masing-masing provinsi dikeluarkanlah Pedoman Pengelolaan
Kampung KB, pedoman ini diperuntukkan bagi pengelola Kampung KB di Lini
Lapangan, yang di keluarkan langsung oleh Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional pada tahun 12017. ‘Agar ‘terlaksananya. program ini secara
keseluruhan maka Gubernur Sumatera Barat mengeluarkan Surat Edaran Nomor
476/313/DPPKBKPS.3/V-2017 Tentang Penguatan Keberadaan Kampung KB di
Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Keluarnya Surat Edaran tersebut dibentuklah

Kampung KB di tiap-tiap kecamatan di 19 Kota/Kabupaten di Sumatera Barat.

* Tempo.com.4 Desember 2017.Melalui
http://googleweblight.com/i?u=https://nasional.tempo.co/read/1039228/jumlah-kampung-kb-terus-
meningkat&hl=id-ID,.



Dari rekapitulasi data Kampung KB Kota/Kabupaten se-Provinsi Sumatera
Barat sampai dengan April 2016 sudah terbentuk sebanyak 63 Kampung KB di
Sumatera Barat.® Berbagai kegiatan yang dilakukan pada tiap-tiap Kota/Kabupaten di
Sumatera Barat disesuaikan dengan kebutuhan dari kecamatan masing-masing.
Sebagai kota yang berprestasi di bidang Keluarga Berencana di tingkat Nasional Kota
Payakumbuh juga sudah mendirikan Kampung KB pada tiap-tiap kecamatan. Hal ini
sesuai dengan keluarhyé‘ Surét Edafan Walikota  Payakumbuh  Nomor
476/05/DP3AP2KB/V-2017 Tentang Penguatan Keberadaan Kampung KB di Kota
Payakumbuh. Dalam surat edaran tersebut berisi, pada tahun 2016 telah dicanangkan
1 Kampung KB di kota Payakumbuh yaitu dilingkungan Talawi Kelurahan Ompang
Tanah Sirah Kecamatan Payakumbuh Utara, dan untuk 2017 akan dicanangkan 1

Kampung KB di 5 Kecamatan di Kata Payakumbuh.®

Ditunjuknya Kecamatan Payakumbuh Utara tepatnya di Kelurahan Ompang
Tanah Sirah sebagai pilot -project Kampung KB di kota Payakumbuh dilatar
belakangi oleh sebagai satu-satunya wakil dari Provinsi Sumatera Barat dalam lomba
KB dan Kesehatan. Berikut adalah berita terkait dengan Payakumbuh Bawa Nama
Sumbar Ke Tingkat Nasional Dalam Bidang Keluarga Berencana.” Yang dibuktikan

dengan Payakumbuh menjadi satu-satunya kota di Provinsi Sumatera Barat yang

® Rekapitulasi Data Kampung KB Kota/Kabupaten se Provinsi Sumatera Barat sampai April 2016

® Surat Edaran Walikota Payakumbuh Nomor: 476/05/DP3AP2KB/V-2017 Tentang Penguatan
Keberadaan Kampung KB di Kota Payakumbuh

" https://zalpiliang.wordpress.com/2015/05/20/tanjuang-anau-ompang-tanah-sirah-wakil-sumbar-ke-

tingkat-nasional/



https://zalpiliang.wordpress.com/2015/05/20/tanjuang-anau-ompang-tanah-sirah-wakil-sumbar-ke-tingkat-nasional/
https://zalpiliang.wordpress.com/2015/05/20/tanjuang-anau-ompang-tanah-sirah-wakil-sumbar-ke-tingkat-nasional/

mengikuti lomba KB di tingkat Nasional. Berikut data kota yang terpilih dalam

Lomba KB tingkat Nasional.

Tabel 1.1 Enam Provinsi Berprestasi Bidang Keluarga Berencana
Tingkat Nasional Tahun 2015

No Provinsi Kota
1 Sumatera Barat Payakumbuh,Kecamatan
Payakumbuh Utara,Kelurahan
e , Ompang.Tanah Sirah
2 Sumatera Utara Tebing Tinggi
3 Kepulauan Riau Batam
4 Lampung Metro
5 Jawa Barat Bogor
6 Sulawesi Tengah Palu

Khususnya kelurahan Ompang Tanah Sirah yang sekaligus ditunjuk oleh
pemerintah Kota Payakumbuh @ sebagai pilot project Kampung KB di Kota
Payakumbuh. Hal ini juga di muat dalam berita Harian Berita Sumbar yang memuat
tentang keikutsertaan Kota Payakumbuh untuk mewakili Sumatera Barat ke tingkat
Nasional dalam bidang Keluarga Berencana. Berikut Harian Sumbar yang memuat

berita tersebut.®

® BeritaSUMBAR.2015. Melalui http://beritasumbar.com/payakumbuh-bawa-nama-sumbar-ke-tingkat-
nasional-dalam-bidang-keluarga-berencana/ 12/01/2017
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http://beritasumbar.com/payakumbuh-bawa-nama-sumbar-ke-tingkat-nasional-dalam-bidang-keluarga-berencana/

Payakumbuh Bawa Nama Sumbar Ke Tingkat Nasional Dalam Bidang Keluarga
Berencana

Kota Payakumbuh kembali menorehkan prestasi dibidang Keluarga Berencana di tingkat
Nasional, sebagai satu-satunya wakil Prov. Sumatera Barat dalam lomba KB &
Kesehatan. Lewat kelompok PKK Tanjung Anau Kelurahan Ompang Tanah Sirah,
Payakumbuh Utara. Dalam lomba bidang KB & Kesehatan tingkat Nasional ini, Kota
Payakumbuh sebagai wakil Sumatera Barat akan bersaing dengan 5 Kota lainnya di
Indonesia. Mereka yaitu Kota Tebing Tinggi di Prov. Sumatera Utara, Kota Batam di
Prov. Kepulauan Riau, Kota Metro di Prov. Lampung, Kota Bogor di Prov. Jawa Barat,
dan Kota Palu di Provinsi Sulawesi Tengah.Penilaian KB Kes tingkat Nasional ini
dihadiri oleh Wakil Walikota Payakumbuh Suwandel Mukhtar, Ketua TP PKK
Payakumbuh Ny...Henny . Riza Falepi; SKetua ; GOW Payakumbuh Ny. Rasyidah
Suwandel, Kepala BPMP KB Harmayunis, Camat Payakumbuh Utara Nofriwandi, serta
Kepala SKPD lainnya.Wakil Walikota Payakumbuh, Suwandel Mukhtar, merasa sangat
bangga dengan prestasi yang diraih oleh Kota Payakumbuh ini. “Kita merasa bangga
dengan prestasi ini, artinya Kita dapat bersaing dengan kota-kota lain di tingkat Nasional
untuk bidang Keluarga Berencana.Program KB bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui program perencanaan keluarga. Untuk itu, prestasi ini
kita jadikan sebagai pemicu untuk berusaha lebih baik lagi dalam meningkatkan
kesejahteraan keluarga Payakumbuh” kata Wawako.Kegiatan Lomba ini merupakan
rangkaian kegiatan dalam menyambut Hari Keluarga Nasional yang jatuh pada tanggal
29 Juni 2015 mendatang. Badan'Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
dan Kementerian Kesehatan melakukan penilaian bagi kota-kota yang berperan aktif
dalam menjalankan program-program Pemerintah terutama di bidang KB, Kesehatan,
dan PKK.Selain lomba KB & Kesehatan ini, Pemerintah Pusat juga menggelar Lomba
Prilaku Hidup Bersih & Sehat (PHBS), Lingkungan Bersih & Sehat (LBS), dan
Posyandu tingkat Nasional. Setiap Nominator yang terpilih-akan diundang dalam acara
puncak yang nantinya akan di pusatkan di Tanggerang Selatan tanggal 1 Agustus 2015
mendatang.Anggota Tim penilai lomba ini terdiri dari Ratna Farida sebagai Ketua Tim
dari TP PKK Pusat, Widiawati, Asih Hariyana, Bambang Hermanto dan Yudi Mulyadi
(Kemenkes), Basaria, Susi Susilawati, dan Nurhayah (BKKBN Pusat). Poin yang akan
dinilai dalam lomba ini terdiri dari tiga aspek yaitu kegiatan PKK, Kegiatan KB, serta
Kesehatan.“Kami hanya melakukan verifikasi langsung ke lapangan. Sebelumnya kami
juga telah membaca laporan yang telah masuk ke meja kami. Apakah sesuai antara
kenyataan dilapangan dengan laporan tersebut” kata ketua Tim, Ratna Farida.Ketua TP
PKK Henny Riza Falepi, ikut merasa bangga dengan keberhasilan PKK Tanjung Anau
dalam meraih prestasi ini. “PKK bukan sebagai tempat kumpul ibu-ibu yang tidak
mempunyai kegiatan. Namun PKK juga mempunyai andil besar dalam membangun
keluarga yang lebih sejahtera. Hal ini terlihat dari Dasawisma PKK yang bertujuan
meningkatkan kualitas keluarga lewat Keluarga Berencana dan menjaga kesehatan.
Terlebih lagi lewat prestasi ini, membuktikan PKK Kota Payakumbuh mempunyai
peranan yang baik didalam keluarga” ujar Henny.




Hal ini juga dibenarkan oleh walikota Payakumbuh Reza Pahlepi dalam

wawancara peneliti:

“Kampung KB di Kota Payakumbuh untuk pertama kali di bangun
di Kecamatan Payakumbuh Utara,tepatnya di Kelurahan Ompang
Tanah Sirah pada 17 Maret 2016, pembentukan Kampung KB ini
sengaja kami persiapkan sebagai percontohan Kampung KB
pertama di Payakumbuh karena kelurahan tersebut pernah
membawa nama Payakumbuh sekaligus Sumatera Barat di ajang
Nasional di bidang Keluarga. Berenca. Kami tentu berharap
Kampung KB ini*dapat sekaligus menjadi-\percontohan bagi
Kampung KB lainnya di tiap-tiap Kecamatan di Payakumbuh
ataupun di tingkat Sumatera Barat nantinya.”

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kelurahan Ompang Tanah
Sirah sengaja dipersiapkan sebagai pilot project dalam mengimplementasikan
Program Kampung KB. Jika dilihat pengertian dari Kampung KB adalah Satuan
wilayah setingkat RW, Dusun atau yang setara dengan kriteria tertentu dimana
terdapat keterpaduan program pembangunan antara program kependudukan, keluarga
berencana. Dan pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait dalam upaya
meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.’® Tujuan Kampung Keluarga
Berencana adalah Meningkatkan: kualitas' hidup keluarga dan masyarakat melalui
program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang

terintegrasi dengan sektor pembangunan lainnya.™

Beberapa kriteria Kampung KB diantaranya adalah: 1) Jumlah keluarga

miskin di atas rata-rata tingkat desa dimana kampung tersebut berada. 2) Jumlah

% Wawancara dengan Walikota Payakumbuh Reza Palefi pada 15 November 2017
19 pedoman pengelolaan Kampung KB
" Loc.cit



peserta KB tingkat desa /kelurahan dimana Kampung KB tersebut berlokasi. Pada
kriteria wilayah Kampung KB adalah: 1) Kumuh. 2) Pesisir/Nelayan. 3) Daerah
Aliran Sungai/DAS. 4) Bantaran Kereta Api. 5) Kawasan miskin (termasuk miskin
perkotaan). 6) Terpencil. 7) Wilayah perbatasan. 8) Kawasan industry. 9) Kawasan
wisata. 10) Tingkat kepadatan penduduk tinggi.** Tujuan dari Kampung KB sendiri
adalah meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat melalui program

KKBPK yang terintegrasi'déngan sektor pembnagunan lainnya.*®

Sasaran dari Program Kampung KB ini sesuai dengan buku pedoman
pengelolaan Kampung KB memiliki 2 kelompok sasaran,sasaran langsungnya
diantaranya adalah: 1) Keluarga, 2) Pasangan Usia Subur, 3) Masyarakat, 4) Balita, 5)
Remaja, dan 6) Lansia. SedangkanSasaran tidak langusngnya adalah: 1) Toga(tokoh
agama),toma(tokoh masyarakat),todat(tokoh adat) 2) Organisasi Masyarakat/pemuda

3) Petugas lapangan.

Dari pedoman tersebut kriteria atau syarat dibentuknya kampung KB ada
beberapa indikator, namun yang peneliti ‘temukan di lapangan pembentukan
Kampung KB di kelurahan Ompang Tanah Sirah memang sengaja dipersiapkan
sebagai Kampung KB percontohan di Kota Payakumbuh yang di dasarkan kepada

prestasinya mewakili Sumatera Barat dibidang Keluarga Berencana.

' Ibid.him 18
13 pedoman Pengelolaan Kampung KB



BKKBN sebagai leading sektor dalam program Kampung KB juga melakukan
koordinasi dengan pemerintahan kota, kecamatan sampai ke tingkat kelurahan. Dalam

Hal ini dapat dilihat dari bagan berikut:

Gambar 1.1 Koordinasi Provinsi Sampai Tingkat Kelurahan

{ BKKBN

V.

DP3AP2KB/KOTA

.

| BALAI
PENYULUH/KECAMATAN

N
h

SEKRETARIAT
KAMPUNG
KB/KELURAHAN

Sumber: Olahan Peneliti

Berikut adalah kelompok kerja Kampung KB yang dibentuk dan disepakati
dan disesuaikan dengan kondisi,kebutuhan,namun tujuannya tetap mengaju kepada
pelaksanaan 8 fungsi keluarga dan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Ompang

Tanah Sirah:



Tabel 1.2

Kelompok Kerja Kampung KB Kelurahan Ompang Tanah Sirah

1. | Pelindung/Penanggung jawab Walikota Payakumbuh
2. | Penasehat DP3AP2KB
3. | Ketua Lurah
4. | Sekretaris PLKB
5. | Bendahara Pengurus PKK RW
6. | Bidang Poktan KKBPK Kader KKBPK
a. BKB
b. BKR
c. BKL
d. UPPKS
7. | Bidang Poktan Pertanian Kader Pertanian
8. | Bidang Poktan Kesehatan Kader Kesehatan
9. | Bidang Pendidikan Kader Pendidikan
10. | Bidang MKJP Balai Penyuluh KB Kecamatan /PLKB
(Metode Kotrasepsi Jangka Panjang)
11. | Bidang Moyan (Mobil Pelayanan) Balai Penyuluh KB Kecamatan /PLKB

Sumber Data: Dokumen Balai Penyuluh Lapangan Kecamatan Payakumbuh Utara

Kelompok kerja Kampung KB memiliki tugas masing-masing,diantaranya
adalah, Walikota selaku pelindung atau penanggung jawab memiliki tanggung jawab
secara keseluruhan tentang pembentukan dan pengembangan operasional Kampung
KB, selian itu mengkoordinasikan kegiatan Kampung KB dengan sektor terkait, serta
mengusahakan anggaran dari-dana desa serta pihak luar untuk keperluan Kampung
KB. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perempuan Perlindungan Anak Pengendallian
Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) selaku penasehat memiliki tugas
memberikan masukan baik kepada penanggung jawab maupun pelaksana dalam
membina mengembangkan Kampung KB dan Mmngadvokasi pihak-pihak yang

terkait dengan Program dan kegiatan Kampung KB.
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Lurah sebagai Ketua Pokja memiliki tugas sebagai penyedia sarana dan
prasarana dalam setiap kegiatan Kampung KB di kelurahan tersebut. Lurah memiliki
peran dalam menyediakan tempat, mengajak masyarakat untuk ikut serta dan sebagai
sumber informasi dalam setiap agenda kegiatan yang dilaksanakan di Kampung KB.
Penasehat memiliki tugas sebagai pemberi motivasi sekaligus arahan kepada
masyarakat untuk mengikuti segala kegiatan di Kampung KB. Sehingga dengan
diberikannya motivasi akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan

segala kegiatan yang ada di Kampung KB.

Dari Balai Penyulun KB Kecamatan dalam hal ini adalah Petugas Lapangan
Keluarga Berencana (PLKB) selaku sekrertaris memiliki tugas untuk melakukan
sosialisasi sekaligus mengawasi® kegiatan di lapangan pada saat di lakukannya
sosialisasi,selain itu PLKB juga memiliki tugas untuk memberikan laporan setiap
triwulan 111 kegiatan Kampung KB di Kelurahan Ompang Tanah Sirah ke tingkat
kota yaitu ke DP3AP2KB yang nantinya akan di teruskan ke BKKBN Sumbar.
Laporan ini bertujuan untuk melihat sudah berapa persen kegiatan terealisasi dengan
baik di Kampung KB. Hal ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi untuk melihat
kinerja para kader dan juga kelompok kerja yang ada di Kampung KB. Selain itu
PLKB juga memiliki tugas melakukan pendekatan tokoh (formal dan informal),
mengolah dan menganalisa data potensi wilayah (bersama dengan PPKBD,Sub-
PPKBD serta Paguyuban), melakukan advokasi kepada pemerintah desa/kelurahan

dengan sektor terkait, melakukan pembinaan PPKBD, Sub-PPKBD serta Paguyuban

11



untuk meningkatkan kemampuan PPKBD,Sub-PPKBD serta Paguyuban, menggalang
kemitraan dengan sektor-sektor terkait untuk penumbuhan dan pengembangan
Kampung KB, pengendalian Operasional Kampung KB, monitoring dan evaluasi

Kampung KB.

Pengurus PKK RW (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) dalam hal
ini berperan sebagai bendah‘ara di Kampung.KB, Tugasnya adalah melakukan iyuran
wajib dan pelaparan pemasdkan uang dan pengeluaran keuangan kepada anggota
kelompok pada setiap pertemuan kepada masyarakat yang tergabung di dalam
kelompok kegiatan Kampung KB. Kader KKBPK memiliki tugas melakukan
pendataan dan pemetaan sasaran dan potensi wilayah, melakukan, pertemuan rutin,
KIE dan konseling, memberikan fasilitas pelayanan kependudukan KB pembangunan
keluarga dan sektor lainnya kepada keluarga, pembinaan keluarga melalui kelompok
kegiatan, pengembangan, serta pencatatan dari pelaporan. Kader KKBPK dalam hal
ini juga langusung mengampu. kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga
Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan kegiatan Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Untuk Kader Pertanian memiliki tugas
pengadaan sarana produksi murah dengan cara melakukan pembelian secara bersama,
pengadaan bibit yang resisten untuk memenuhi kepentingan anggota, mengusahakan

kegiatan pemberatasan atau pengendalian hama dan penyakit secara terpadu.

Kader Pendidikan memiliki tugas membentuk, membina dan mengambangkan

BKB (Bina Keluarga Balita), membentuk membina dan mengembangkan BKR (Bina
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Keluarga Remaja), membantu membina dan mengembangkan BKL (Bina Keluarga
Lansia), membentuk membina dan mengembangkan PAUD (Pendidikan Anak Usia
Dini), melaksanakan keaksaraan fungsional, kursus-kursus tentang keterampilan baik
yang dilaksanakan oleh dinas intansi pemerintah maupun atas prakarsa masyarakat,
membina Kadarkum (Keluarga Sadar Hukum), dan mengusahakan hal-hal yang
dubutuhkan bidang pendidikan/sosialisasi kepada pemerintah tingkat yang lebih
tinggi. Kader Kesehatan 'm‘emiliki'tugas memotivasi PUS untuk ber-KB, membina
kelangsungan  ber-KB, menyelenggarakan  pembentukan, pembinaan dan
pengembangan posyandu, membuat peta keluarga tiap RT, mendidik keluarga tentang
kesehatan reproduksi dan reproduksi remaja, melaksanakan pelayanan KB,
melaksanakan rujukan dan pengayoman medis, penyediaan alat kontrasepsi bagi yang
tidak mampu, dan mengusahakan hal-hal yang di butuhkan bidang kesehaan kepada
pemerintah yang lebih atas. Sedangkan kegiatan yang dilakukan di Kampung KB

sendiri

Bentuk kegiatan yang dilakukan di Kampung KB yang dituturkan oleh PLKB

kecamatan Payakumbuh Utara adalah:

“Ada 6 kegiatan yang kami lakukan di Kampung KB Ompang Tanah
Sirah ,diantaranya adalah 1. Pembentukan kelompok Bina
Keluarga Balita (BKB), 2. Pembentukan kelompok Bina Keluarga
Remaja (BKR), 3. Pembentukan kelompok Bina Keluarga Lansia
(BKL), 4. Pembentukan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera (UPPKS), 5. Pelayanan KB dengan Muyan, 6.
Sosialisasi MKJP.Beberapa kelompok yang bentuk diketuai oleh
masing-masing Kader. Kesulitan kami dari PLKB masih kurangnya
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sumber daya manusia,sehingga ada dari beberapa kelompok yang

belum terlalu aktif dalam kegitan pada tiap minggunya/bulannya

5914

Dari wawancara tersebut dapat dipahami bahwa ada 6 kegiatan yang

seharusnya dilakukan di Kampung KB. Berikut ini adalah rincian kegiatan yang

dilaksanakan di wilayah Kampung KB Kelurahan Ompang Tanah Sirah.Selanjutnya

Kelurahan Ompang Tanah Sirah akan peneliti singkat dengan OTS.

Tabel 1.3 Kegiatan'yang dilakukan di Kampung KB kelurahan OTS

No | Kegiatan Sumberdana Implementor
1. | Bina Keluara Balita (BKB) BerasJampitan Kader KKBPK dan
Balai Penyuluh KB
Kecamatan(PLKB)
2. | Bina Keluarga Remaja (BKR) lyuran Masyarakat Kader KKBPK dan
Balai Penyuluh KB
Kecamatan (PLKB)
3. | Bina Keluarga Lansia (BKL) lyuran Masyarakat Kader KKBPK dan
Balai Penyuluh KB
Kecamatan (PLKB)
4. | Usaha Peningkatan Pendapatan | BKKBN Kader KKBPK dan
Keluarga Sejahtera (UPPKS) Balai Penyuluh KB
Kecamatan (PLKB)
5. | Pelayanan KB dengan Moyan (Maobil | BKKBN Balai Penyuluh KB
Pelayanan) Kecamatan (PLKB)
6. | Sosialisasi MKJP (Metode Kantrasepsi ‘| BKKBN Balai Penyuluh KB
Jangka Panjang) Kecamatan (PLKB)

Sumber:Laporan Kegiatan Kampung KB Triwulan 11 2017

 Wawancara dengan PLKB Kecamatan Payakumbuh Utara

14




1. Bina Keluarga Balita (BKB)

Dengan adanya program Kampung KB ini masyarakat memiliki kesadaran dan
kemandirian terkait dengan kondisi kesehatan balita dan keluarga yang tergabung di
dalam Bina Keluarga Balita yang terlaksana dalam kegiatan posyandu,
imunisasi,sosialisasi gizi anak, dan pemberian vitamin. Dalam kegiatan Bina
Keluarga Balita ini anggotanya terdiri..dari ibu yang memiliki balita. Selain itu
Pasangan Usia Subur juga ter‘masuk di dalam kategori kegiatan Bina Keluarga Balita.
Penyuluhan di lakukan sekali dalam seminggu dengan agenda memberikan vitamin
pada balita, imunisasi, sosialisasi gizi, dan berbagai penyuluhan yang dilakukan oleh
PLKB kepada masyarakat yang tergabung di dalam kelompok kegiatan Bina
Keluarga Balita di Talawi Kelurahan Ompang Tanah Sirah Kecamatan Payakumbuh
Utara. Kegiatan ini sudah dilakukan sejak tahun 2015 namun belum termasuk kepada
kegaitan Kampung KB, melainkan hanya sebatas posyandu saja. Semenjak
keberadaan Kampung KB, agenda kegiatan menjadi bertambah sehingga tidak lagi
hanya sebatas posyandu dan imuniasasi. Edukasi dan penyuluhan di lapangan juga di
lakukan sehingga pada awalnnya penyuluhan hanya dilakukan 20 kali pertemuan atau
penyuluhan dalam setahun meningkat menjadi 48 kali yang di selenggarakan 4 kali
dalam satu bulan. Berikut adalah rekap jumlah Keluarga yang masuk di dalam

kegiatan BKB (Bina Keluarga Balita).
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Tabel 1.4 Rekapitulasi kegiatan Bina Keluarga Balita Dari Tahun 2015 —

2018 di Talawi Keluraha Ompang Tanah Sirah Kecamata Payakumbuh Utara

KLOMPOK
UMUR Tahun
NO URAIAN ANAK 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7
16 29
0-<1Th 12 Anak 27 Anak | Anak | Anak
25 22
1-<2Th 24 Anak 22 Anak | Anak | Anak
21 30
1 jumlah balita yang.di miliki-keluarga A Thr . 26-Anak 20 Anak_| Anak | Anak
sasaran kelompok kegiatan BKB 22 8
3-<4Th 10 Anak 9 Anak | Anak | Anak
12 5
4-<5Th 12 Anak 11 Anak | Anak | Anak
JUMLAH 82 89 96 94
jumlah keluarga yang menjadi
2 | Anggota Kelompok kegiatan BKB 60 54 64 76
Jumlah keluarga yang menjadi
3 Anggota Kelompok kegiatan BKB
Hadir/Aktif dalam
petemuan/penyuluhan 50 43 75 86
Status PUS
A. Jumlah anggota kelompok kegiatan
4 BKB yang masih berstatus PUS 38 23 22 23
B. Jumlah anggota kelompok kegiatan
BKB yang masih berstatus PUS dan
KPS dan KS 1 23 26 34 20
Kesertaan Ber KB
A. Jumlah PUS anggota kegiatan BKB
5 | yang menjadi Peserta KB 27 6 7 20
B. Jumlah PUS anggota kelompok
kegiatan BKB yang masih Peserta KB
dan KPS dan KS 34 41 75 34
6 Jumlah Pertemuan/Penyuluhan 20 48 48 48
7 Jumlah kader BKB yang ada 0 8 8 8

Sumber: Laporan Pengendalian Lapangan Tingkat Desa/ Kelurahan Ompang Tanah
Sirah Kecamatan Payakumbuh Utara

Dari

tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa awal

pada saat

belum

terbentuknyaKampung KB di Talawi Kelurahan Ompang Tanah Sirah Kecamatan
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Payakumbuh Utara penyuluhan bagi masyaraka terkait dengan agenda bagi balita
hanya 20 kali pertemuan penyuluhan dalam satu tahun di kelurahan tersbut. Sejak di
bangunnya Kampung KB persentasi ini meningkat menjadi 48 kali pertemuan yang

dilakukan dalam satu tahun terkiat dengan kegiatan BKB ini.

2. Bina Keluarga Remaja (BKR)

Sedangkan untuk kegiatan Bina*Keluarga' Remaja/(BKR) memiliki tujuan untuk
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua atau keluarga lain dalam
pembinaan tumbuh kembang remaja. Dengan adanya kegiatan Bina Keluarga Remaja
ini di harapkan orangtua atau keluarga yang memiliki remaja memiliki pengetahuan
dan dan mampu menanamkan nilai-nilai dalam delapan fungsi keluarga. Kegiatan
yang dilakukan seputar delapan fungsi keluarga itu terdiri dari edukasi dan kegiatan
penyuluhan bagi para keluarga yang memiliki remaja. Berikut agenda yang
dilakukan dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja di Talawi Kelurahan Ompang

Tanah Sirah Kecamatan Payakumbuh Utara.

1. Fungsi Agama

2. Fungsi Sosial Budaya
3. Fungsi Cinta Kasih
4. Fungsi Perlindungan
5. Fungsi Reproduksi

6. Fungsi Sosialisasi Pendidikan
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7. Fungsi Ekonomi

8. Fungsi Lingkungan.

Dari 8 fungsi Keluarga yang akan diberikan edukasi oleh PLKB kepada para keluarga
yang memiliki remaja belum terlaksana. Terkait dengan fenemona yang peneliti
temukan adalah kelompok ini belum melakukan agenda kegiatan terhitung sejak di

resmikannya Kampung KB tersebut.Hal.ini di benarkan oleh Ketua Kader KKBPK:

“Kelompok BKR sendiri baru dibentuk 19 Februari 2017,kelompok
ini  beranggotakan ibu-ibu yang memiliki anak = remaja.
Pembentukan kelompok ini tergolong terlambat karena kami dalam
melakukan kegiatan atau pembentukan kelompok selalu di
dampingi oleh PLKB. Sedangkan PLKB terkadang hadir hanya
saat kegiatan BKB,BKL,atau UPPKS saja,sehingga pembentukan
kelompok baru di lakukan. Selain itu banyak dari pengurus yang
dibentuk pada saat Kampung KB dibentuk mengundurkan diri.
Anggota yang dahulu Kurang berkomitmen,maka dari itu ketika
pembentukan di bulan Februari tersebut memang sudah di tetapkan
siapa ketua dan anggota dari kelompok BKR ini.”*

Kekurang Sumber Daya Manusia dan kurangnya komitmen dalam
pembentukan kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja ini menjadi penyebab
kegiatan ini belum terlaksana terhitung.sejak di dirikannya Kampung KB di Talawi
Kelurahan Ompang Tanah Sirah Kecamatan Payakumbuh Utara. Selain itu
implementor juga fokus kepada kegiatan yang lebih di minati dan tinggi partisipasi
masyarakat di dalamnya. Padahal serangkaian kegiatan yang dilakukan di Kampung

KB sama pentingnya dalam pembangunan penduduk dan membangun kesejahteraan

1> Wawancara dengan Kader BKR Kampung KB Kelurahan OTS
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di mulai dari lini terkecil yaitu keluarga, termasuk di dalamnya calon pemimpin

bangsa yaitu remaja.
3. Bina Keluarga Lansia (BKL)

Sedangkan pada kelompok Bina Keluarga Lansia kegiatan yang dilaksanakan
diantaranya adalah pemeriksaan gula darah, kolestrol, asam urat, tekanan darah.
Serangkaian kegiatan-ini ditakokan 'dalam" ‘tangka mewujudkan-terciptanya keadaan
lansia yang tetap peduli akan kesehatan dan mampu mandiri dalam melakukan
berbagai kegiatan yang tergolong masih bisa di lakukan di = usianya. Namun
fenomena yang peneliti temukan di lapangan kegiatan BKL tidak rutin dilakukan. Hal
ini dikarenakan kurangnya Sumber daya manusia yang ada dari pihak PLKB
kecamatan untuk mendampingi kegiatan BKL ini. Sehingga seringkali kegiatan BKL
hanya sebatas pengecekan kesehatan tanpa adanya pengetahuan baru pada setiap

sosialisasi kegiatan.

Kegiatan Bina Keluarga Lansia ini diperuntukan bagi keluarga yang memiliki
usia lansia di dalamanggota ‘ke‘luarganya. M‘elalui pengetéhuan terkait dengan
kegiatan atau penyuluhan kepada lansia dan anggota keluarga dapat memberikan
edukasi sehingga lansia menjadi mandiri serta memberikan kesadaran sendiri tentang
kesehatan diri sendiri. Kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) yang di lakukan di
Talawi Kelurahan Ompang Tanh Sirah Kecamatan Payakumbuh Utara ini belum

berjalan dengan efektif karena masih terkendala dalam sumber daya manusia dari
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balai penyuluhan kecamatan. Sehingga kegiatan BKL ini sering di kelompokka dalam

kegiatan KKBPK.
4. Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

Untuk kegiatan UPPKS adalah salah satu upaya untuk meningkatkan
pendapatan masyarakat dan mengajarkan masyarakat untuk hidup mandiri dan
sejahtera. Selain itu upaya peh‘ihgkéfah -ké‘s‘éjahferaan keluarga dilaksanakan melalui
upaya pemberdayaan keluarga, upaya tersebut dilakukan dengan menumbuhkan
minat dan motivasi berusaha serta meningkatkan keterampilan terutama bagi para
ibu/wanita melalui pendekatan kelompok yaitu kelompok UPPKS. Di Kelurahan
Ompang Tanah Sirah ini sudah ada 3 usaha yang diberi bantuan dana untuk
menjalankan usaha. Tiga usaha tersebut diantaranya adalah: 1) Usaha Tanaman
Bunga, 2) Usaha Kerupuk Pedas, 3) Usaha Telor Puyuh. Hal ini dibenarkan oleh

ketua Kelompok UPPKS dalam wawancara:

“Kegiatan UPPKS sangat berdampak baik bagi kelompok,walaupun
dana ini-di gilirkan,secara; tidak langsung. banyak dari yang sudah
membangun " usahanya mampu  untuk” * “menyekolahkan
anaknya,mampu untuk membeli kendaraan,dan tidak hanya itu
mereka sudah mampu untuk memberikan sumbangan rutin kepada
setiap kegiatan yang ada di kelurahan.Kami berharap hal ini tentu
dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”®

Dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan UPPKS masyarakat sudah mampu
untuk memulai usaha-usaha demi meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan

keluarga. Dana yang bergilir ini sudah berjalan sejak tahun 2016. Setiap tahunnya

18 Wawancara dengan ketua Kader UPPKS Kelurahan Ompang Tanah Sirah
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dana ini di gilirkan untuk satu orang sebanyak 5000.000 rupiah/orang. Dari tahun
2016 sejak di bangunnya kelompok UPPKS sampai 2018 sudah ada 3 orang dalam
satu kelompok yang mendapatkan dana tersebut. Berikut data 3 orang yang menerima
bantuan modal dalam kelompok UPPKS dan usahanya yang dibangun setiap

tahunnya.'’

Tabel 1.5 Penerima Dana/Modal kelompok UPPKS dari Tahun 2016

No | Tahun/Periode Pehefima Modal SumbrModaI Usaha

Usaha BKKBN
1. |2016 Ibu Yusmalinda 5.000.000 Ternak Telur Puyuh
2. | 2017 Bpk Mansur 5.000.000 Kerupuk Pedas
3. | 2018 Ibu Martati 5.000.000 Tanaman Hias

Sumber Data: Balai Penyuluh Lapangan Kecamatan Payakumbuh Utara
Hal ini juga dibenarkan oleh Ketua Lurah Ompang Tanah Sirah:

“Sejak dibentuknya Kampung KB di kelurahan kami,serangkaian
kegiatan untuk ‘meningkatkan kesejahteraan. . masyarakat sudah
banyak dilakukan,termasuk dalam kegiatan UPPKS ini, kegiatan ini
sangat memiliki peran dalam menurunkan angka kemiskinan di
kelurahan iniiterhitung sejak 2016 penduduk/miskin 650-jiwa dengan
163 KK, namun semenjak adanya kegiatan UPPKS 2017 ini
penduduk misin memiliki penurunan sebanyak 635 jiwa dengan 140
KK,namun yang menjadi masalahnya adalah masyarakat masih
terkendala dengan pemasaran dari produk yang mereka hasilkan.”

Dari wawancara tersebut dapat dilihat bahwa kegiatan UPPKS mampu meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, hal ini dibuktikan dengan adanya penurun angka

7 penerima Dana Bantuan Modal UPPKS dari tahun 2016 sampai 2018
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kemiskinan di kelurahan tersebut. Namun terkendala dengan langkah atau cara

pemasaran produk yang mereka hasilkan.

Kegiatan UPPKS merupakan salah satu kegiatan yang paling diminati oleh
masyarakat di Talawi Kelurahan Ompang Tanah Sirah Kecamatan Payakumbuh
Utara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup keluarga, namun pada saat
pelaksanaan kegiatan permgsg!.ahatr; _ygr_lgt“qui tjadgpil Qleh penerima modal UPPKS
diantaranya adalah anggbté.keluarga yang masih férgélbng kepada keluarga pra
sejahtera dan keluarga sejahtera I, pada umumnya belum mempunyai motivasi dan
semangat untuk melakukan suatu usaha. Usaha yang dilakukan pada umumnya masih
usaha ikut-ikutan keluarga lain sehingga tidak inovatif, sehingga usaha yang
dilakukan tidk terlalu berkembang dengan pesat bahkan tidak sedikit mengalami
kemandekan. Hal ini juga di tutukan oleh Ibu Yasmalinda selaku penerima modal

UPPKS dalam usahanya Ternak Telur Puyuh Menuturkan bahwa:

“Kami disni tentu mumulai usaha dari nol, kami masih perlu
banyak belajar, walaupun dana ini bergiliran peminat dari kegiatan
UPPKS “ini’ sangat banyak;masyarakat ‘disini pun_senang dengan
adanya peminjaman modal, sehingga dengan‘pengembalian modal
usaha yang memiliki rentan waktu yang cukup dapat membangun
usaha, tapi usaha kami disini terutama saya sendiri masih dikenal
dilingkungan rumah saja, kami kesulitan ketika ingin memasarkan
produk yang kami jual” (Wawancara dengan Ibu Yasmalainda
Penerima Modal Usaha UPPKS)

Dari wawancara diatas dapat dilihat bahwa dalam kegiatan UPPKS memiliki bnayak
peminat di kalangan masyarakat, kegiatan di golongkan kepada kegiatan yang

memiliki partisipasi tinggi dari masyarakat Talawi Kelurahan Ompang Tanah Sirah
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Kecamatan Payakumbuh Utara, waluapun pada saat diberikan modal kepada
masyarakat, masyarakat memulai usaha masih terkendala di bagian pemasaran
sehingga hal ini dapat memandekkan pada usaha yang sudah di bangun oleh

masyarakat melalui kegiatan UPPKS ini.
5. Moyan (Mobil Pelayanan)

Sedangkan pada kegiatan“--'Peléydn-ari'~ ‘dengan’ Moyan dapat: dikatakan hanya
dilakukan pada saat dibentuknya Kampung KB tersebut setelah diresminkannya
Kampung KB, sosialisasi dengan mobil pelayanan edukasi dari balai penyuluh sudah
tidak terlaksana lagi. Pelayanan dengan Moyan sendiri pada dasarnya palayanan KB
yang dilakukan bersama dengan mobil pelayanan untuk mendapatkan akses bagi
masyarakat untuk mendapatkan ilmu terkait dengan KB, sarana konseling dan berbagi
edukasi terkait dengan alat kontrasepsi. Tidak terlaksananya kegiatan pelayanan
dengan Moyan ini secara rutin dikarenakan kurangnya sumber daya dana,sehingga
PLKB lebih memilih untuk terjun langsung ke lapangan untuk bertemu dengan
masyarakat dan mensosiali‘sasikan terkait' dengan Pelayanan KB: Hal ini dibenarkan

oleh PLKB kecamatan Payakumbuh Utara:

“Untuk pelayanan Muyan sendiri kami kesulitan di dana,karena
biaya transportasi sangat minim,selain itu kami menganggap bahwa
selagi bisa kami menjangkau masyarakat dengan kendaraan k ami
akan melakukan sosialisasi dengan kemampuan yang kami bisa. Tapi
pelayanan Muyan ini sudah kami gantikan dengan pertemuan sekali
tiap bulannya di sekretariat Kampung KB untuk melakukan
sosialisasi dan penyuluhan dengan masyrakat sekaligus pemberian
alat kontrasepsi berupa kondom”
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Dalam wawancara ini dapat dilihat bahwa dalam kegiatan Pelayanan KB
dengan Moyan masih terkendala dengan biaya dan keterbatasan sumber daya manusia
sehingga kegiatan yang dilakukan belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
Sedangkan pada kegiatan Sosialisasi MKJP masyarakat diajak untuk menghadiri
sosialisasi yang diberikan oleh PLKB dengan mendatangkan berbagai narasumber.
Ketika peneliti ke lapangan narasumber yang d| datangkan oleh PLKB adalah dari
Kemenag. Kemenag memberlkan )305|allsa5| dan penyuluhan tentang KB yang
berhubungan dengan agama. Hal ini secara tidak langsung akan meyakinkan
masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam KB. Hal ini juga di tuturkan oleh lIbu
Yendra yang sempat berpartisipasi dalam kegiatan Mobil Pelayanan pada saat

dibentuknya Kampung KB, beliad menuturkan bahwa:

“Ketika Kampung KB diresmikan di Talawi Kelurahan Ompang
Tanah Sirah ini mobil pelayana sempat parkit di halaman secretariat
Kampung KB. Ibu sendiri ketika memasuki mobil tersebut di
sammbut dengan ramah, dan disana juga ada beberapa bidan yang
melayani lbu, disana Kita disuguhi dengan berbagai macam
pelayanan dan penjelasan terkait dengan KB, tidak hanya itu ibu pun
mendapat ‘berbagai macam - tips-tips -untuk menjaga kesehatan
keluarga, remaja, lansia,termasuk—balita. Menyenangkan namun
hanya berlangsung = pada saat peresmian  Kampung KB
saja”(Wawancara dengan ibu Yendra, masyarakat yang menikmati
Moyan di Kampung KB)

6. MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)

MKJP(Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) merupakan alat kontrasepsi untuk
mmenunda, menjarangkan kehamilan serta menghentikan kesuburan yang digunakan

dalam jangka panjang. Selain itu MKJP lebih rasional dan mempunyai efek samping
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sedikit. Dalam kegiatan ini masyarakat di perkenalkan dengan berbagai macam alat
kontrasepsi jangka panjang yang mungkin untuk digunakan untuk menunda,
menjarakan kehamilan sehingga dengan mudah dapat mengatur, hingga
merencanakan kesejahteraan keluarga. Kegiatan inin di muai dengan adanya
penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan oleh PLKB dari Balai Penyuluh Lapangan
Kecamatan Payakumbuh Utara. Namun pada saat pelaksanaan kegiatan di Kampung
KB agenda MKJP ini cendrung d| masukan dalam agenda KKBPK sehingga tidak
jarang dalam kelompok Kegiatan KKBPK merangkap beberapa kegiatan dan
mengganti jadwal karena masih terkendala kurang sumber daya manusia di lapangan.
Dalam sosialisasi MKJP sendiri kadang juga harus mengulur atau memindahkan
jadwal karena PLKB tidak bisa mengunjungi masyarakat.Hal ini dibenarkan oleh

PLKB Kecamatan Payakumbuh Utara:

“Selain itu keterbatasan kami dari PLKB yang di kecamatan yang
hanya berjumlah 3 orang, sedangkan satu kecamatan memiliki 20
kelurahan,jadi kami-pun merasa kewalahan. Kami pun terkadang
sering menggabungkankan kegiatan sosialisasi ini dengan kegiatan
sosialisasi muyan”

Sedangkan idealnya jumlah PLKB satu per desa/kelurahan.’® Namun yang
peneliti temuan di lapangan satu PLKB mengampu 6-7 kelurahan. Sedangkan di
dalam implementasi kebijakan keberhasilan implementasi suatu program atau

kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang ada di dalamnya.

18 http://sp.beritasatu.com/home/tekan-jumlah-penduduk-bkkbn-masih-butuh-65569-penyuluh/109144
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Selain itu pada awal saat dilakukannya sosialisasi pembentukan Kampung KB, MKJP
merupakan kegiatan tersendiri karena melalui pengenalan kegiatan MKJP ini
mayarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk melakukan perencanaan kehidupan
kedepan dan menciptakan kesejahteraan bagi keluarga dan mampu menekan angka
jumlah penduduk. Hal ini juga di tuturkan oleh Ibu Neri Tuti Sari selaku anggota
MKJP yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan MKJP pada saat sosialisasi Kampung
KB di Talawi Kelurahan Omang Tanah Sirah Kecamatan Payakumbuh Utara

menuturkan bahwa:

“Pada awal pembentukan Kampung KB kegiatan MKJP juga terdiri
dari kelompok kegiatan Binan Keluarga Balita karena dalam
kategori itu masih ada Pasangan Usia Subur yang mungkin masih
ingin memiliki anak namun tidak mengatahui terkait dengan
metode ini, tapi ibu pribadi kegiatan MKJP ini dilakukan secara
tersendiri hanya pada saat sosialisasi Kampung KB saja sehingga,
setelah itu kegiatan ini di gabung untuk masuk kedalam kegiatan
KKBPK”(Wawancara denga Ibu Neri Tuti Sari sebagai anggota
yang ikut dalam sosialisasi MKJP)

Dari wawancara diatas dapat dilihat bahwa kegiatan MKJP yang dilakukan di
Kampung KB Talawi Kelurahan Ompang Tanah Sirah Kecamatan Payakumbuh Utara
hanya dilakukan secara terpisah pada saat sosialisasi-dan penyuluhan pada awal
pembentukan Kampung KB saja, setelah itu kegiatan MKJP di gabung kedalam
kelompok kegiatan KKBPK dengan alasan anggota pada kegiatan MKJP juga
termasuk dalam kegiatan Bina Keluarga Balita terutama pasangan usia subur yang

mungkin ingin memiliki anak serta merencakan kehamilan.
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Berdasarkan fenomena-fenomena yang di paparkan diatas ternyata masih
banyak kendala-kendala yang mengakibatkan program Kampung KB sebagai
program untuk meningkatkan pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait
dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat belum optimal.
Pada prinsipnya implementasi kebijakan merupakan suatu proses dimana
implementor berupaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan
sebelumnya. Tujuan kebijakan yéng telah ditetapkan->dalam tahap perumusan
kebijakan itu tidak akan bisa tercapai tanpa adanya implementasi. Walupun kebijakan
sudah dirumuskan seideal mungkin, akan tetapi jika tidak di implementasikan
kebijakan tersebut hanya akan menjadi tumpukan arsip yang tersimpan di kantor-
kantor pemerintahan. Oleh karena  itulah implementasi menjadi tahap yang krusial
dalam kebijakan publik. Riant Nugroho memandang bahwa rencana adalah 20%
keberhasilan, implementasi adalah 60% sisanya, dan 20% sisanya adalah bagaimana
kita mengendalikan implementasi. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling
berat karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep,

muncul di lapangan.®

Secara teoritis keberhasilan implementasi sebuah kebijakan atau program
salah satunya tergantung pada bagaimana kejelasan standar dan sasaran kebijakan
atau program tersebut. Implementasi Program Kampung KB di Kelurahan Ompang

Tanah Sirah ini dibentuk berdasarkan intruksi Presiden Joko Widodo keluarlah Surat

9 Riant Nugroho, Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan,
Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011, him. 625-626.
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Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/70/SJ Tanggal 11 Januari 2016 tentang
Pencangan dan Pembentukan Kampung KB, pada tahun 2016 telah dicanangkan 1
Kampung KB pada setiap Kota/Kabupaten dan untuk tahun 2017 ini telah
dicanangkan 1 Kampung KB pada setiap Kecamatan di Kota/Kabupaten. Agar
terlaksananya program ini secara keseluruhan maka Gubernur Sumatera Barat
mengeluarkan Surat Edaran Nomor 476/313/DPPKBKPS.3/V-2017 Tentang
Penguatan Keberadaan Karhpung KB di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Untuk
ditingkat kota sendiri khusunya kota Payakumbuh keluarnya Surat Edaran Walikota
Payakumbuh Nomor 476/05/DP3AP2KB/V-2017 Tentang Penguatan Keberadaan

Kampung KB di Kota Payakumbuh.

Dalam pelaksanaan program Kampung KB ini segala kegiatan diatur di dalam
Buku Pedoman Pengelolaan Kampung KB, yang menjadi acuan bagi pemerintah
pusat ataupun daerah untuk melaksanakan Program Kampung KB ini. Hal ini sesuai

dengan yang dikemukan oleh- BKKBN Sumbar:

“Untuk Implementasi Program Kampung KB di tiap-tiap kota

maupun kecamatan “kita memakai satu buku paduan dalam
pengelolaan Kampung KB ini. Buku Pedoman Pengelolaan
Kampung KB ini bertujuan untuk memudahkan para Implementor
untuk melaksanakan serangkaian kegiatan di lapangan secara
terarah.”?°

2% Wawancara dengan Kepala Bagian Pengelolaan Kampung KB Sumatera Barat Bpk Zulfika
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Di dalam Paduan Pengelolaan Kampung KB tersebut dilaksanakan melalui
rangkaian kegiatan yang mekanismenya terdiri dari beberapa tahapan sebagai

berikut:%

1. Pembentukan Kelompok Kegiatan
a. Kelompok BKB (Bina Keluarga Balita)
b. Kelompok BKR (Bina Keluarga,Remaja)
c. Kelompok BKL (Bina Keluarga Lansia)
d. Kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga
Sejahtera)
2. Pelayanan, Penyuluhan/Sosialisasi
a. Pelayanan dengan Moyan (Mobil Pelayanan)

b. Sosialisasi MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)

Dalam hal ini pembentukan kelompok sudah di lakukan, namun peneliti temukan
dilapangan pembentukan kelompol BKR (Bina Keluarga Remaja) justru baru
dibentuk setelah program Kampung KB sudah 1 tahun berjalan. Hal ini dituturkan

oleh Kader BKR:

“Kami ketika awal dibentuk hanya terdiri dari 5 orang saja,termasuk
kader,waktu itu kakak masih kuliah jadi kakak masuk sebagai
anggota BKR.Tapi setelah pertemuan sosialisasi ibu-ibu seluruh
kader,kejelasan dari keLompok BKR ini adalah para masyarakat ibu-
ibu atau bapak-bapak yang memiliki anak remaja umur 10-18
tahun.Posisi kakak ketika itu kebetulan hanya sebagai anggota biasa
saja,jadi ketika 19 Februari 2018 baru ada kejelasan dari anggota

2! Buku Paduan Pengelolaan Kampung KB
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kelompok BKR itu yang dipilih dan disepakati oleh
masyarakat,kader,dan PLKB yang hadir waktu itu”??

Dari fenomena tersebut dapat dilihat pembentukan kelompok baru
dilaksanakan setelah 1 tahun program Kampung KB berjalan. Hal ini tentu membuat
kegiatan menjadi lambat untuk diterapkan dan dilaksanakan di tengah-tengah

masyarakaat.

Selain faktor standar-dan sasaran kebijakan, keberhasilan implementasi suatu
kebijakan atau program juga tidak akan bisa lepas dari adanya pengaruh sumber daya
yang terlibat didalamnya, termasuk sumber daya finansial. Terkait hal ini peneliti
menemukan fenomena pembentukan Kampung KB didanai olen APBN senilai
20.000.000. Hal ini berdasarkan Surat dari Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi
Sumatera Barat = Nomor 783/BL.203/J.5/2016 Tanggal 29 Januari 2016 prihal
Dukungan Anggaran Pembentukan Kampung KB di daerah Talawi Kelurahan
Ompang Tanah Sirah, Kecamatan Payakumbuh Utara. Berikut rincian penggunaan

dana tersebut.?®

Tabel 1.6 Rincian Dana APBN Pembentukan Kampung KB

No | Uraian Penggunaan Dana Jumlah | Satuan | Harga (Rp)

1 | Gapura Permanen 1 Buah 5000.000,00

2 | 7 plank nama kelompok kegiatan 7 Set 1.400.000,00

3 | Pembuatan Baliho dan Peta Keluarga |1 Buah 1.200.000,00
Kampung KB

4 Biaya pertemuan,rapat-rapat persiapan | Rapat Orang | 1.000.000,00

22 \Wawancara dengan anggota BKR awal diremikan Kampung KB (seorang bidan)

% Surat dari Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat Nomor 783/BL.203/J.5/2016
Tanggal 29 Januari 2016 prihal Dukungan Anggaran Pembentukan Kampung KB di daerah Talawi
Kelurahan Ompang Tanah Sirah.
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Kampung KB
5 | Pembuatan nama Jalan | 7 Set 1.000.000,00
RT,RW,Lingkungan  dengan  Nuansa Papan
KB/KS Nama
6 Biaya Pencanagan Kampung KB 5.000.000,00
7 | Honor Pokja dan Poktan Kegiatan | Kelomp | Orang | 5.000.000,00
Kampung KB ok
8 | Biaya lain-lain - - 400.000,00
Jumlah 20.000.000

Sumber: Surat dari Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat Nomor
783/BL.203/J.5/2016 Tanggal 29 Januari 2016 prihal Dukungan Anggaran
Pembentukan Kampung KB di.daerah-Talawi Kelurahan Ompang Tanah Sirah

Terkait dengan masalah anggaran ini, dalam pelaksanaan kegiatan Kampung KB
sendiri tidak lagi di biayai oleh APBN melainkan dari iyuran masyarakat. Dapat
dikatakan selagi masyarakat memiliki partisipasi dan mampu untuk melakukan iyuran
wajib ketika kegiatan,maka kegiatan di Kampung KB akan terus berjalan,tapi jika
tidak tentu kegiatan ini akan tidaki memiliki dampak yang begitu efektif. Dana iyuran
dari masyarakat sendiri di pungut dari jumlah anggota 25 orang,sebanyak 5000/orang
orang. Dana yang dikeluarkan saat sosialisasi 110.000 dari masyarakat. Hal ini

dibenarkan oleh salah satu Kader:

“Untuk setiap sosialisasi dari PLKB kepada kami itu, kami yang
mengeluarkan dana “sebanyak 110.000. Dana ini diperuntukan
untuk membeli makanan ketika pertemuann,makan
siang,transportasi.”24

Hal senada juga disampaikan oleh PLKB pada saat melakukan sosialisai kepada

masyarakat:

?* Wawancara dengan salah satu kader dalam kegiatan sosialisasi MKJP 25/03/1018
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“Ketika kami melakukan sosialisasi ke sekretariat kami sudah

disuguhi makanan dan makan siang,setelah sosialisasi kami selalu
+9325

makan bersama dengan masyarakat yang mnegikuti sosialisasi
Keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan juga sangat
dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang ada di dalamnya dalam Implementasi
program Kampung KB ini penyuluh dari SKPD KB/PLKB memiliki keterbatsan
personil. Sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan di masing-masing kelurahan,

PLKB tidak dapat hadir, ' danh' melakukan mengundirans dalam jadwal sosialisasi

kepada kelompok.Hal ini juga di tuturkan oleh PLKB kecamatan Payakumbuh Utara:

“Dalam pelaksanaan kegiatan di Kampung KB sendiri baik itu
sosialisasi atau penyuluhan,kami terkendala personil kami kurang
untuk langsung terjun kelapangan. Jumlah PLKB di kecamatan
Payakumbuh Utara saja hanya 3 orang dan itu untuk 20 kelurahan.1
PLKB ada yang mengampu sampai 7 kelurahan.”

Berikut data wilayah kerja yang diampu oleh 3 orang PLKB dari kecamatan

Payakumbuh Utara untuk beberapa kelurahan:?®

Tabel 1.7 Wilayah Kerja PLKB Kecamatan Payakumbuh Utara

No | PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) | Kelurahan

1. | Kurniati S.H Ompang Tanah Sirah (OTS)
Taratak Padang Kampuang
Tigo Koto Dibaruah

Taruko

Pasia

Cubadak Aia

2. | M.Zen S.Sos Balai Jariang
Balai Gurun
Balai Cacang

% Wawancara dengan PLKB kecamatan Payakumbuh Utara
2% Wawancara dengan PLKB kecamatan Payakumbuh Utara
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Balai Gadang
Balai Kaliki
Kubu Gadang
Muaro

3. | Yanti Susmita A.Md Labuah Baru
Koto Baru

Bunian

Balai Baru

Tarok

Napar

Padang Kaduduak

Sumber: Wilayah Kerja PLKB Kecamatan Payakumbuh Utara

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah dalam pengelolaan tenaga PKB dan PLKB, Ratio Ideal PKB/PLKB adalah
(1:2) yaitu 1 penyuluh atau petugas lapangan untuk 2 kelurahan.?” Namun temuan

peneliti dilapangan 1 PLKB justru,mengampu lebih dari 2 kelurahan.

Selain itu dalam Implementasi kebijakan juga dilihat dari aspek disposisi
implementor dalam melaksanakan kegiatan di lapangan. Sikap Implementor juga
mempertimbangkan faktor disposisi implementor terhadap keberhasilan suatu
kebijakan atau program. Adanya fenomena-fenomena mengenai-sumber daya seperti
diatas tentu saja sedikit banyak bisa mempengaruhi bagaimana disposisi implementor
dalam pelaksanaan program Kampung KB ini. Terkait dengan disposisi implementor

ini, peneliti menemukan indikasi kurangnya komitmen dari Implementor dalam

%" Nofrizal.Kebijakan Alih Kelola PKB dan PLKB.BKKBN
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memberikan sosialisasi ataupun penyuluhan dari SKPD KB. Hal ini dapat dilihat dari

pengakuan salah satu anggota kelompok BKB:?

“Bisa dikatakan untuk sosialisasi dari pihak PLKB jarang dilakukan
sesuai dengan jadwal,terkadang kegiatan sosialisasi juga di undur
atau malah sampai di batalkan. Kami sudah maklum saja,karena
penyuluh ini kan juga banyak mengampu kelurahan,sehingga kadang
kami dalam kegiatan sosialisasi juga dilakukan penggabungan
dengan kelurahan lain.”

Hal senada juga dikemukan dari pihak PLKB Kecamatan:Payakumbuh Utara:*

“Kami disini hanya bertiga dan satu dari kami tenaga
honor,sehingga ketika ketika jadwal penyuluhan di masing-masing
kelurahan kami kadang kesulitan mengatur jadwal,sehingga ada
beberapa jadwal di beberapa kelurahan yang harus di undur atau di
batalkan,melihat kondisi juga,kalau bisa kami wakilkan dengan
narasumber yang kami undang untuk sosialisasi ke masyarakat itu”

Kutipan-kutipan wawancara diatas‘menunjukkan bahwa terdapat kendala dari pihak
Implementor atau penyuluh PLKB yang bertugas untuk memberikan sosialisasi atau
penyuluhan kepada masyakat. Hal ini di karenakan kurangnya personel untuk turun
kelapangan dalam agenda kegiatan sosialisasi-ataupun penyuluhan kepada
masyarakat. Selain itu banyaknya kelurahan yang diampu oleh masng-masing PLKB
sedikit banyak hal ini dapat mempengaruhi kinerja penyuluh dalam proses kegiatan

Kampung KB.

Selain itu permasalahan implementasi kebijakan ini tidak terlepas dari

permasalahan Lingkungan social, ekonomi dan budaya seperti adanya pola pikir yang

%8 Wawancara dengan anggota BKB (Bina Keluarga Balita)
2% Wawancara dengan PLKB Kecamatan Payakumbuh Utara
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selama ini berkembang di lingkungan masyarakat dimana masyarakat masih memiliki
anggapan bahwa anak merupakan tenaga kerja. Bagi masyarakat yang memiliki
minim pendidikan mengatakan bahwa anak akan membantu saya nantik bekerja ke
sawah, ke ladang, berdagang, jadi secara tidak langsung masyarakat masih memiliki
pola pikir bahwa kalau punya banyak anak itu untuk ekonomi. Sehingga banyak anak
banyak rezki sekan-akan menjadi alasan bagi masyarakat untuk tidak membatasi
kelahiran. Selain  itu kekawatiran keseburan terganggu akibat ber-KB juga menjadi
alasan tersendiri bagi masyarakat untuk enggan mengikuti KB. Berdasakan hasil

wawancara dengan PLKB Kecamatan Payakumbuh Utara menuturkan bahwa:*°

“Dalam kegiatan yang dilakukan di Kampung KB sendiri masih
dipengaruhi oleh budaya dan pola pikir yang berkembang di dalam
masyarakat seperti Pola ‘pikir masyarakat untuk memiliki anak
adalah sebagai tenaga kerja,misalnya saja masih banyak masyarakat
berfikir kalau punya anak banyak nantinya bisa menolong saya
bekerja di ladang atau disawah. Banyak anak banyak rezki seakan-
akan menjadi alasan yang sering kami temui di lapangan,sehingga
rata-rata dari masyarakat masih banyak yang memiliki anak lebih
dari 2 orang. Kekhawatiran bagi pasangan yang ingin ikut KB,
bahwa ketika ikut KB akan mengganggu kenyamanan dalam
berhubungan suami istri. Sehingga dengan adanya kekhawatiran ini
banyak dari- mereka yang tidak -ingin-ikut ber-KB." Padahal di
Kampung KB ini kami berusaha untuk memberikan sosialisasi
sekaligus penyuluhan tentang metode kontrasepsi yang aman serta
nyaman digunakan bagi masyarakat. Tapi kembali lagi untuk
merobah pola pikir masyarakat memang kami akui perlu pendekatan
yang lebih intensif lagi.”

Berdasarkan permasalahan yang di jelaskan sebelumnya, maka peneliti akan

memfokuskan penelitian pada pelaksanaan Program Kampung KB. Adapun kebijakan

%0 Wawancara dengan PLKB Kecamatan Payakumbuh Utara
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yang dipakai dalam menjalankan Program Kampung KB ini adalah melalui Surat
Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/70/SJ tanggal 11 Januari 2016 tentang
Pencangan dan Pembentukan Kampung KB dan Pedoman Pengelolaan Kampung KB
yang diteruskan oleh kebijakan daerah yang mendukung program Kampung KB.
Berdasarkan fenomena-fenomena yang ada di atas, maka peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian mengenai Implementasi Program Kampung KB Di Kelurahan

Ompang Tanah Sirah Kecamatan Payakumbuh Utara.
1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah peneliti paparkan
sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana
Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Talawi Kelurahan

Ompang Tanah Sirah,Kecamatan Payakumbuh Utara?
1.3 Tujuan Penelitian

Adapun- tujuan dari- _penelitian ‘'yang ingin -dicapai adalah untuk
menjelaskan tentang implementasi program Kampung Keluarga Berencana

Talawi Kelurahan Ompang Tanah Sirah,Kecamatan Payakumbuh Utara.
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1.4 Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu manfaat

taeoritis dan manfaat praktis. Berikut penjabarannya :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini mempunyai kontribusi dalam mengembangkan
khasanah ilmu pengetahuan-Administrasi Publik, karena dalam penelitian ini terdapat
kajian-kajian tentang Administrasi Publik terutama pada konsentrasi kebijakan
publik, yaitu tentang analisis sebuah proses implementasi kebijakan pemerintah
daerah pada daerah otonom oleh pemerintah daerah sendiri.

Selain itu, manfaat penelitian ini juga berfungsi sebagai bahan referensi atau
acuan bagi penelitian selanjutnya untuk meneliti permasalahan yang terkait dengan
tempat penelitian ini. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran
dalam rangka penyempurnaan konsep maupun implementasi untuk meningkatkan
pengetahuan-pengetahuan bagaimana proses sebuah kebijakan publik terutama pada

tahap implementasi kebijakan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan acuan dan masukan bagi
pemerintah KotaPayakumbuh terutama pada Kelompok Kerja Kampung KB di
Talawi Kelurahan Ompang Tanah Sirah Kecamatan Payakumbuh Utara. Masukan

tersebut berupa informasi serta input positif yang bisa mendorong pemerintah dalam

37



menghasilkan kinerja yang optimal kedepannya untuk memberikan layanan yang

optimal di daerah.
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